V1. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung selama ini telah bermitra dengan pihak

swasta (investor) yang menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

Pola-pola kemitraan yang berkembang antara Pemerintah Daerah dengan

swasta dapat dilihat dari beberapa aspek seperti :

a.

b.

Aspek kebijakan.

Pola kemitraan yang terbentuk pada aspek ini adalah pola kemitraan
monopolistik yang bersifat top down dan instruksional. Hal ini
dikarenakan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah memegang
kewenangan secara penuh dalam membuat peraturan perundang-
undangan. Pihak swasta maupun masyarakat hanya melaksanakan
segala bentuk peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah;
Aspek kelembagaan.

Pola kemitraan yang terbentuk pada aspek ini adalah pola kemitraan
kompetitif. Kondisi ini tergambarkan dari kemandirian masing-
masing institusi dalam mengelola program kerjanya yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan visi dan misi



serta nilai inti yang dimiliki institusi yang bersangkutan (pemerintah
dan swasta);

. Aspek infrastruktur.

Pola kemitraan yang terbentuk pada aspek ini adalah pola kemitraan
kolaboratif yang bersifat saling menguatkan. Pada pola ini, terlihat
jelas bahwa masing-masing pihak berkeinginan untuk memuaskan
kepentingan semua pihak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa
kapasitas anggaran keuangan daerah (APBD) Provinsi Lampung
sangat terbatas dalam membangun atau memperbaiki infrastruktur
yang rusak, khususnya jalur-jalur yang mengakses ke sentra-sentra
produksi. Hal ini diupayakan peningkatannya dengan terus-menerus
mendapatkan dukungan secara penuh dari semua pihak baik dunia
usaha, masyarakat, dan sektor terkait;

. Aspek sumber daya manusia.

Pola kemitraan yang terbentuk pada aspek ini adalah pola kemitraan
akomodatif — partisipatif dimana dalam hal ini Pemerintah maupun
swasta bersedia untuk lebih mementingkan kepentingan stakeholders
lainnya dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat
dilakukan melalui pengembangan kemampuan, keahlian, dan kapasitas
SDM sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai
proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan,
kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian
berskala internasional. Keadaan perkembangan peningkatan SDM di

Lampung sangat tinggi. Kendati demikian pengaturan mengenai



kurikulum yang dipelajari tetap mengacu pada kurikulum tingkat
nasional.
e. Aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pola kemitraan yang terbentuk pada aspek ini adalah pola kemitraan
kelestarian — kesejahteraan. Pada pola ini, baik Pemerintah Daerah
maupun swasta berada pada suatu kondisi di mana masing-masing
pihak harus mengorbankan suatu hal untuk memenuhi kepentingan
dirinya sendiri dan kepentingan-kepentingan pihak lain (stakeholders).
Melalui pola ini Pemerintah Daerah membina manajemen pengelolaan
limbah perusahaan dan bersama-sama dengan masyarakat mengawasi
aktivitas perusahaan. Sementara itu, perusahaan berupaya untuk
mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, menjaga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kemampuan
sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan,
menguatkan kelembagaan pengelola lingkungan hidup sebagai upaya
mempertahankan citra perusahaan yang bersangkutan di mata
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

2. GCG mengisyaratkan adanya suatu organisasi yang pelaku-pelaku dalam
organisasi tersebut bersih dari segala manipulasi dan sikap yang
mementingkan diri sendiri. GCG berarti juga suatu birokrasi yang bersih
dari segala manipulasi dan pelaku-pelaku lebih bertanggung jawab
terhadap pekerjaannya. Segala bentuk birokrasi dengan segala aturan dan

nilai serta norma yang ada di organisasi tersebut dipakai oleh pelaku-



pelaku dalam organisasi yang bersangkutan untuk memahami dan
mengintepretasi lingkungannya dan hasil pemahaman tersebut juga dipakai
oleh pelaku-pelakunya dalam mewujudkan tingkah laku sehingga antara
nilai, norma, dan aturan dalam organisasi sesuai dengan tingkah laku

obyektif yang terwujud dalam kenyataan.

Hal tersebut pada akhirnya akan menjawab kendala-kendala yang selama
ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan iklim
usaha yang kondusif, seperti (a) Masalah kapasitas yang terbatas,
menyangkut : Kketerbatasan SDM dan modal sosial, rendahnya daya
dukung anggaran, perubahan lingkungan, dan buruknya aksesibilitas; (b)
Daya saing yang rendah, menyangkut : Kketerbatasan promosi daerah,
ketimpangan kualitas produk, keterbatasan kerjasama daerah, dan belum
terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif secara optimal; dan (c) masih
kurangnya dukungan dari stakeholders, menyangkut : ketimpangan
dukungan infrastruktur, ketidakjelasan strategi pembangunan, dan

informasi yang tidak jelas.

Implementasi CSR di PT GMP mencakup 3 (tiga) bidang yaitu:

Pertama, bidang sosial, seperti : Yayasan Pendidikan Gunung Madu (YP.
GMP), Koperasi Gunung Madu (KGM), Ikatan Istri Karyawan (1K),
Yayasan Muslim Gunung Madu (YMGM), Badan Kerja Sama Umat
Kristiani (BKS), Dana Pensiun Gunung Madu (DP GMP), termasuk juga
menyediakan banyak fasilitas bagi karyawan, seperti perumahan, bedeng-

bedeng permukiman yang dilengkapi fasilitas listrik dan air bersih secara



cuma-cuma, poliklinik, taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD),
sekolah menengah pertama (SMP). Juga masjid, gereja, sarana olahraga,
warung-warung, toko-toko koperasi, bank, fasilitas ATM, serta gedung-
gedung pertemuan. Masyarakat dari desa sekitar GMP dapat ikut
memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini. GMP pun berusaha menjaga hubungan
baik yang sudah terjalin melalui pembinaan kemitraan tebu; bantuan-
bantuan fisik seperti masjid, kantor kepala kampung, listrik, peralatan
kantor, pengerasan jalan, jembatan, dan lain-lain; pertandingan olahraga;
juga bantuan air bersih kepada warga sekitar ketika musim kemarau terus

berlangsung;

Kedua, bidang ekonomi, antara lain adalah dengan menginisiasi program
kemitraan tebu rakyat di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara,
Way Kanan, dan Kabupaten Tulangbawang. Disamping memasyarakatkan
pertanian tebu, kemitraan dengan pola bagi hasil dan petani mandiri juga
merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan ketiga, bidang
lingkungan hidup, antara lain konservasi tanah dan air, penggunaan SDA
secara bijaksana, pengendalian hama secara hayati, eksplorasi ekologis,
pemilihan teknologi ramah lingkungan, dan mengutamakan 5R dalam
pengelolaan limbah. Tahapan penanganan limbah (5R), yaitu : (a) Refine
(alternatif ramah lingkungan); (b) Reduce (pengurangan besar polutan); (c)
Reuse (pemakaian kembali); (d) Recycle (pemanfaatan lain); dan (e)

Retrieve to energy (Sebagai bahan bakar).



Sementara limbah padat dan limbah cair dari pabrik juga dikelola lagi
sehingga bermanfaat, bahkan secara ekonomis sangat menguntungkan.
Limbah padat berupa ampas tebu (bagasse) misalnya, dimanfaatkan lagi
sebagai bahan bakar ketel uap (boiler) untuk penggerak mesin pabrik dan
pembangkit tenaga listrik untuk perumahan karyawan, perkantoran, dan
peralatan irigasi. Oleh sebab itu, pabrik dan pembangkit listrik Gunung
Madu tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), baik saat musim
giling (on season) maupun tidak giling (off season). Limbah padat lain
adalah endapan nira yang disebut blotong (filter cake) dan abu. Blotong,
abu, dan bagasse dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos,

yang digunakan lagi di kebun sebagai penyubur tanah.

Limbah cair yang dikeluarkan pabrik dikelola melalui dua tahapan.
Pertama, penanganan di dalam pabrik (in house keeping). Sistem ini
dilakukan dengan cara mengefisienkan pemakaian air dan penangkap
minyak (oil trap) serta pembuatan bak penangkap abu bagasse (ash trap).
Kedua, penanganan setelah limbah keluar dari pabrik, melalui Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL).

. Alternatif yang dapat dikembangkan dalam kemitraan Pemerintah Daerah
dengan swasta adalah pola kebijakan, kelestarian, dan kesejahteraan
dengan pelibatan stakeholders, yaitu pola kemitraan yang menempatkan
mitra sebagai subyek dan dalam paradigma common interest. Prinsip
simbiosis mutualisme sangat terlihat pada ketiga pola ini. Perusahaan

mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah



memberikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, masyarakat
memberikan dukungan positif kepada perusahaan, dan stakeholders
berperan dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai pengendalian
program kemitraan (CSR). Bahkan bisa jadi, mitra dilibatkan pada pola
hubungan resource based partnership dimana mitra diberi kesempatan
menjadi bagian dari shareholders. Skenario ini dapat menimbulkan sense
of belonging, membangun kepercayaan yang semakin tinggi (high trust,
high security level) serta hubungan sinergis antara subyek-subyek dalam

paradigma common interest.

6.2 Saran

Kemitraan antara kalangan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat mesti lebih
ditingkatkan lagi. Maka dari itu saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah Daerah harus mampu berperan sebagai : (1) Entrepreneur
yang berarti pemerintah harus mampu mengoptimalisasi pemanfaatan asset
sehingga menghasilkan profit maksimum dan dapat mensejahterakan
masyarakat di daerahnya; (2) Koordinator yang memiliki peran untuk
melibatkan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat
dalam menyusun strategi pembangunan di daerahnya; (3) Fasilitator,
artinya harus dapat memfasilitasi ide-ide dari pihak lain, yang bermanfaat
bagi pembangunan daerah dan dapat diimplementasikan sebagai bentuk
upaya memberdayakan masyarakat di daerah; dan (4) Stimulator, artinya
Pemerintah Daerah harus mampu memberikan stimulant dalam rangka

penciptaan dan pengembangan usaha di daerah.



Pemerintah harus merevisi atau mengamandemen segera Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sekaligus membuat
peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai
dengan amanat Undang-Undang agar dapat dijadikan acuan bagi
perusahaan untuk melaksanakannya secara efektif, tepat, dan terukur.
Sementara itu, Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai sebuah institusi
regulator di tingkat lokal yang memfasilitasi “arena permainan” demi
pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah harus mempersiapkan beberapa strategi pengembangan untuk
menyikapi kendala-kendala yang dihadapi, seperti:

a. Strategi pengembangan dunia usaha yang dapat ditempuh dengan

cara:

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, melalui
pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia
usaha demi berkembangnya program CSR yang digelar kalangan
dunia usaha sehingga terwujudlah public, privat, and community
partnership. Ujungnya jelas, bila rasa kebersamaan sudah kuat,
kesemuanya dapat tumbuh berkembang secara sustain;

2. Pembuatan skala pemasaran bersama untuk menghindari skala
yang tidak ekonomis dalam produksi, peningkatan daya saing
terhadap produk impor, peningkatan sikap kerjasama antar pelaku

usaha;



3. Pembuatan sistem informasi terpadu yang didukung oleh perangkat
teknologi  informasi  secara online, dimaksudkan  untuk
memudahkan masyarakat/investor mendapatkan informasi dari
Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan dunia usaha, seperti :
perizinan, perencanaan daerah, perencanaan ekonomi daerah, lIzin
Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya.

b. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan
dengan cara :

1. Pelatihan dengan sistem customized training yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan dan pemberi kerja. Lembaga Pendidikan
Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK) sebaiknya diarahkan
kepada sistem pelatihan model ini karena jaminan mendapatkan
pekerjaan lebih besar;

2. Pembuatan bank keahlian (skillbanks) yang berisi data orang yang
menganggur di suatu daerah dengan kualifikasi atau keahlian
tertentu, sehingga akan mempermudah perusahaan yang membuka
lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu;

3. Penciptaan iklim yang mendukung peningkatan SDM seperti :
lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga pendidikan dan
keterampilan, dan sebagainya;

4. Perusahaan swasta yang ada di daerah membuka kesempatan
lowongan pekerjaan kepada masyarakat untuk dididik lebih lanjut
guna menguasai keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan

perusahaan tersebut.



c. Strategi pengembangan berbasis masyarakat dengan melibatkan lima
aktor penting dalam otonomi daerah seperti : BUMN/BUMD,
Pemerintah Daerah, investor swasta nasional/asing, pengusaha daerah,
dan masyarakat sendiri. Dalam memberdayakan masyarakat di daerah
perusahaan sebaiknya tidak hanya menekuni core business-nya saja
akan tetapi juga harus menekuni bisnis lain dalam kaitannya dengan
potensi daerah di mana perusahaan tersebut berada;

d. Strategi balance scorecard, yang mengarahkan manajemen dan
organisasi baik pemerintah itu sendiri maupun swasta secara
keseluruhan dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses
bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan suatu

kesadaran bahwa segala sesuatu harus diukur.

3. Perusahaan, dalam mengimplementasikan aktivitas CSR-nya, sedapat
mungkin memaksimalkan potensinya untuk melakukan program CSR
secara komprehensif dan berkesinambungan. Program CSR yang
berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan
kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Bisnis yang
ramah CSR akan memunculkan rasa kecintaan para stakeholder.
Sementara itu, masyarakat dapat berperan proaktif dengan memberi input
yang baik pada perusahaan dan siap berpartisipasi aktif menyukseskan
program CSR. Setiap kegiatan CSR akan melibatkan semangat sinergi dari
semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan
kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari

masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.



4. Membangun dan memperkuat integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas yang
intens antara stakeholders dalam perencanaan sampai implementasi
program CSR. Hal ini dikarenakan, pencapaian keberhasilan dalam
melakukan program CSR memerlukan komitmen yang kuat, partisipasi
aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-
program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban
manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi
kehidupan umat manusia di masa datang.

5. Penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari sisi konseptual teoritis,
metodologis maupun operasional teknis termasuk variasi sumber data.
Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan
berkelanjutan baik dalam kerangka konsep, metodologis maupun
operasional teknis sehingga lebih mampu mengungkapkan berbagai

persoalan dalam pengembangan model-model kemitraan/CSR.



